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ABSTRAK

Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten
Lampung Barat terdapat Penambangan Pasir Bahan Galian C tanpa
izin yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas
penambangan liar itu, aktivitas penambang liar dapat mengakibatkan
kelongsoran dan mengikis penggiran sungai di area persawahan
warga di hulu sungai warkuk. Kegiatan penambangan ilegal ini marak
terjadi di kabupaten Lampung barat termasuk tambang pasir di Pekon
Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. terlebih
dengan adanya aktivitas kendaraan berat membuat jalan menjadi
rusak. Ada nya kasus penambangan tanpa izin di pekon Buay
Nyerupa menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang
daerah aliran Sungai tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh
perilaku manusia. Pertambangan tersebut sudah lama berdiri sampai
sekarang tetap beroperasi, di lingkungan masyarakat pekerja tambang
berpandangan bahwa izin usaha pertambangan itu tidak terlalu
dipikirkan dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri dan
mereka hanya melanjuti pertambangan itu serta masyarakat
berpendapat bahwa sulitnya mengurus perizinan tambang sehingga
mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan dan juga tidak
adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan
sosialisasi tentang betapa pentingnya masalah perizinan itu agar tidak
menimbulkan dampak yang buruk bagi masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay
Nyerupa. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa. Jenis
penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian deskriptif kualitatif,
yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan secara jelas
implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara di Pekon Buay
Nyerupa.

Berdasarkan analisis data maka dapat diambil kesimpulan
bahwa Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yang dilakukan di Pekon Buay Nyerupa belum sepenuhnya sesuai
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat karena
kuranganya sosialisasi terhadap masyarakat. Faktor penghambat
dalam pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu para
pihak perusahaan kurang mengetahui tentang aturan yang terkandung
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kurangnya
sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut
sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penambang liar seperti
yang merusak lingkungan, dan kurangnya kesadaran mentaati
peraturan yang telah dibuat akibatanya banyak pihak pertambangan
yang melakukan pertambangan liar. Implementasi Pasal 158 Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum Islam
karena pertambangan pasir yang dilakukan adalah pertambangan yang
ilegal dan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga
masyarakat di Pekon Buay Nyerupa yaitu rusaknya sawah-sawah
warga.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal untuk memfokuskan guna
mendapatkan gambaran yang jelas agar tidak lepas dari
pembahasan yang di maksud dan memudahkan dalam memahami
skripsi ini maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan
makna dari pembahasan, menghindari penafsiran yang berbeda
atau bahkan salah di kalangan pembaca maka perlu adanya
penjelasan dengan memberikan arti beberapa istilah yang
terkandung dalam judul skripsi ini, dengan proses penekanan
terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul
skripsi ini adalah: “Implementasi Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay
Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”. Adapun
hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Implementasi
Implementasi  yaitu dapat diartikan sebagai
pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih
luas lagi, istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan
yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah
dibuat atau disusun sebelumnya.
2. Pertambangan Mineral
Pertambangan  Mineral adalah  Pertambangan
kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar
panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.?
3. Pertambangan Batubara
Pertambangan Batubara adalah Pertambangan
endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk
bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.?

! Budiona, Kamus llmiah Populer Internasional (Surabaya: Alumni,
2005), 240.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan.



4. Tinjauan
Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah
menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.*
5. Hukum Islam
Hukum Islam adalah istilah atau bahasa hukum yang
sering digunakan untuk menyatakan hukum-hukum yang
tercantum dalam ranah atau wilayah kajian Islam yang
secara umum dan sering juga dinyatakan dengan sebutan
hukum Syara atau Syari’ah.”

Berdasarkan pada penegasan kalimat di atas maka yang
dimaksud penulis dalam judul “Implementasi Pasal 158 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral
Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Pekon
Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat)”.

B. Latar Belakang Masalah

Alam Indonesia dikenal sangat kaya, areal hutannya
termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, hutannya luas dan
alamnya indah, Indonesia juga negeri yang memiliki potensi
kekayaan laut luar biasa, wilayah perairannya sangat luas,
kandungan ikannya yang beraneka ragam, belum lagi kandungan
mutiara, minyak, dan kandungan mineral lainnya, serta keindahan
alam bawah lautan. Yang tak kalah menakjubkan adalah hasil
tambang yang luar biasa, berbagai macam bahan tambang
terdapat dalam bumi Indonesia, seperti, minyak, emas dan batu-
batuan yang terdiri dari berbagai bentuk dan macamnya.

Sumber daya alam yang ada di tangan manusia diberikan
oleh Tuhan, maka manusia sebagai kholifah bukanlah pemilik
sebenarnya. la hanya diberi amanat atau titipan meskipun

* Ibid.

* Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 28.

® Bunyana Sholihin, Metodologi penelitian syari’ah (Yogyakarta:
Kreasi Total Media, 2018), 1.
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pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan pemilikan privat
terhadap harta benda.° Oleh karena itu harus menjaga dan
melestarikannya dan juga hendaknya sumber daya alam tersebut
tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja,
tetapi digunakan secara adil bagi kesejahteraan umat manusia.

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah bahan
tambang, bahan tambang di Indonesia terdiri dari berbagai
macam, seperti minyak, emas, biji besi, pasir laut dan batu-batuan
yang beraneka ragam dan macamnya, dalam perspektif Islam,
hutan dan barang tambang adalah milik umum yang harus
dikelola hanya oleh negara yang hasilnya harus dikembalikan
kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi
untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan, dan
fasilitas umum.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,
eksploitasi, studi  kelayakan, kontruksi,  penambangan,
pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta
kegiatan pasca tambang.’

Pertambangan merupakan anugerah yang diberikan oleh
Allah SWT kepada selurun makhluk ciptaan-Nya untuk
dimanfaatkan secara baik. Pertambangan selalu inheren dengan
lingkungan hidup, ada sisi positip dan negatif dari kegiatan
tersebut.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah
memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Batu Bara Dan

® Bunyana Sholihin, Metodologi penelitian syari’ah (Yogyakarta:
Kreasi Total Media, 2018), 1.

" Ppasal 1 ayat 1, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan
Batubara No 4 tahun 20009.



Mineral, menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang melakukan
Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

Namun ditemukan fakta dilapangan kasus tambang pasir
ilegal yang berada dipekon buay nyerupa kecamatan sukau,
setelah masyarakat yang terdampak akibat tambang ilegal
tersebut meminta tambang pasir ilegal segera dihentikan atau
ditutup. Pemerintah setempat dan aparat penegak hukum
langsung merespon dan turun kelapangan, namun belum ada
penindakan yang maksimal terbukti tambang pasir ilegal tersebut
masih beroprasi sampai saat ini.

Penambangan pasir bahan galian C tanpa izin
menyebabkan masyarakat menjadi resah, karena aktivitas
penambangan liar itu, Aktivitas penambang liar dapat
mengakibatkan kelongsoran dan mengikis penggiran sungai di
area persawahan warga di hulu sungai warkuk. Kegiatan
penambangan ilegal ini marak terjadi di Kabupaten Lampung
barat termasuk tambang pasir di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung Barat. terlebih dengan adanya
aktivitas kendaraan berat membuat jalan menjadi rusak. Ada nya
kasus penambangan tanpa izin di Pekon Buay Nyerupa
menyebabkan kerusakan lingkungan yang ada di sepanjang
daerah aliran Sungai tersebut hampir mayoritas disebabkan oleh
perilaku manusia. Dalam kondisi dan kenyataan yang seperti ini
semakin menegaskan bahwa alam masih menjadi alat bagi
kepentingan manusia. Manusia mengejar berbagai
kepentingannya seperti kepentingan ekonomi, sosial maupun
politik tanpa memperhatikan kelestarian dan kepeduliannya
terhadap alam semesta, terlebih lagi kurang nya penindakan dari
pemerintah setempat terhadap tambang illegal ini sehingga
penambang bebas melakukan kegiatan tersebut dan seolah olah
perbuatan nya itu benar.
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Fenomena penambangan pasir ilegal sebagai salah satu
penyebab kerusakan lingkungan sungai warkuk, dampak positif
maupun negatifnya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar
aliran sungai. Memang dampak positifnya keuntungan yang
diperoleh dari hasil penambangan pasir terutama menggunakan
alat mekanik lebih banyak daripada menambang pasir dengan
cara tradisional itupun hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang
yang ikut bekerja dalam kegiatan penambangan pasir tersebut,
namun dampak negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada
dampak positif diantaranya lahan yang rawan longsor, potensi
terjadinya banjir, terjadinya polusi asap dan debu berupa udara,
masuk keluar kendaraan area penambangan bagian jalan rusak,
menjadi hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar.
Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir
menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung kehidupan
terhadap terhadap sungai dibiotik lingkungan sekitarnya.®

Selain itu dalam ajaran Islam secara eksplisit menyatakan
bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk
menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini
sejalan dengan magqasid syariah (tujuan syariat agama) yang
terumuskan dalam kulliyat alkhams, yaitu: hifzu al-nafs
(melindungi jiwa), hifzual-agl (melindungi akal), hifzu al-mal
(melindungi  kekayaan/property), hifzu al-nasb (melindungi
keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian
lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima
tujuan syari’at tersebut.

Dengan demikian, segala prilaku yang mengarah kepada
pengerusakan lingkungan hidup berarti sama dengan perbuatan
mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.9

® Imam Koeswahyono, "Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa

Timur," Anzdoc, 2007, https://adoc.pub/carut-marut-penambangan-pasir-di-
jawa-timur-oleh-imam-koeswa.html.

% Yusuf Al-Qardhawi, Ri’ayatu Al-Bi‘ah fi As-Syari‘ah Al-Islamiyah
(Kairo: Dar Al-Syurug, 2001), 44.



Sebagai pelaku sejarah, manusia paling bertanggung
jawab dalam konservasi alam dan kelestarian ekologi. Para ahli
terus melacak penyebab utama dari kerusakan alam. Sebagian
yang lain  menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan
merupakan akibat sikap dan pandangan (word view) yang
menyimpang dari falsafat kehidupan dan keagamaan.™

Istilah fikih lingkungan sendiri di Indonesia baru
dipopulerkan oleh kalangan ahli fikih ke tengah-tengah umat
Islam pada abad ke-21 ini. Literatur-literatur Islam klasik, baik di
wilayah timur tengah, maupun di tanah air dalam penelusuran
yang saya lakukan tidak menyinggung secara ekspelisit tentang
fikih lingkungan.'* Lingkungan hidup tidak saja bersifat fisik
seperti tanah, udara, air, cuaca dan sebagainya, namun dapat juga
berupa sebagai lingkungan kemis maupun lingkungan sosial.'?
Hal ini merupakan satu fakta bahwa meski mujtahid muslim
produktif dalam menjawab persoalan umat pada zamannya, tetapi
hanya terfokus kepada masalah-masalah ritual, belum menyentuh
masalah-masalah sosial yang lebih luas, termasuk masalah
ekologi. Hadirnya fikih lingkungan disebabkan oleh dua hal.
Pertama, sifat fikih yang umumnya sebagai respon terhadap
kondisi riil masyarakat dan lingkungannya. Kedua, disebabkan
oleh tradisi fikih yang hanya mengulang, mengurai, dan
menyimpulkan karya-karya sebelumnya. Namun demikian dapat
dipahami apabila secara umum aturan mengenai pemanfaatan
alam bagi kehidupan manusia bertujuan untuk tetap terjaganya
keadilan (adalah) dan kemashlahatan (mashlahah) bagi kehidupan
manusia. Dengan pemahaman semacam ini konsepsi Islam
sebagai agama rahmatan lil alamin akan tetap terjaga. Adapun di
dalam al-Qur’an yang menunjukkan betapa perhatian Islam

10 Ali Yafie, Merintis Fikih Lingkungan Hidup (Jawa Timur:

Yayasan Amanah, 2006), 42.

1 Mujieb M Abdul, Tholha Mabruri, Syafi’ah, Kamus Istilah Figh
(Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 54.

12 Sulaiman lbrohim, “Pelestarian Lingkungan Hidup dalam
Perspektif Al-Qur’an: Kajian Tafsir Maudu’iy,” Jurnal llmiah AL-Jauhari
(JIAd), Vol. 1 No. 1 (Desember 2016):
https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/721.
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sangat besar terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dapat
ditemukan dalam firman Allah Q.S. al-A’raf ayat 56:

s & 3 2 s o527 Lo L N

O Gals W3a 35205 Leallal Dy (V1 (8 15 V5

o dall G o § 2k

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf (7) :56)."

Akhir-akhir ini muncul fenomena menarik tentang
penyebab bencana alam yang menimpa manusia. Satu di antara
penyebab terjadinya longsor dan banjir bandang serta rusaknya
lingkungan yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem. Bencana
ini bisa jadi akibat dari kegiatan yang dapat merubah permukaan
bumi. Oleh sebab itu, penambangan mampu memicu kerusakan
lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar,
patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang
menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan
tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan
di tempat penambangan meningkat dengan tajam.

Masalah penambangan pasir patut diangkat menjadi
masalah hukum oleh karena banyak sekali di daerah Indonesia
yang memanfaatkan pasir sungai sebagai lahan pencari
keuntungan secara ekonomi. Termasuk daerah yang
masyarakatnya melakukan penambangan pasir untuk diperjual-
belikan adalah Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat.

Penyelesaian kasus penambangan pasir ilegal yang di
lakukan oleh lembaga hukum pemerintah Kabupaten Lampung
Barat terhadap Tambang Pasil illegal di Pekon Buay Nyerupa
menjadi satu-satunya tolak ukur penegakan hukum atas

13 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Magbul Al-Qur’an dan

Terjemahannya Edisi 1000 Do ’a, Cetakan ke-l (Bandung: Cahaya Kreativa
Utama, 2018), 198.



pelanggaran yang terjadi. Dan Penindakan terhadap
penambangan tanpa izin tersebut dianggap belum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan terkesan kebal hukum,
sedangkan jelas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Minerba Mendefiniskan Penambangan tanpa izin itu merupakan
tindak pidana. Hal ini tentu dapat berdampak pada usaha negara
untuk melakukan mengelolahan dan pemanfaatan sumber daya
alam, berdasarkan akumulasi yang di ketahui terkait jumlah
kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya kriminalisasi
dalam bisnis tambang terlebih permasalahan lingkungan yang
menyampingkan good mining practice. Sampai pada penjatuhan
hukuman kepada pihak yang terkait berdasarkan asas keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum.

Al-Qur’an juga menjelaskan perintah dan larangan Allah
swt kepada manusia agar tidak melakukan tindakan kejahatan
yang akan menimbulkan kerusakan sebagaimana Allah berfirman
dalam Q.S Al-Rum (30) ayat 41:

Gt i QAT ol Gk Ly ATy Sl 8 duall el
} Oshaln plal skt (3

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena tangan manusia. Allah menghendaki agar
mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka,
agar mereka kembali ke jalan yang benar”(QS. Ar-Rum [30]:
41).

Ayat ini merupakan peringatan tegas Allah bahwa
seluruh kerusakan atau korupsi pada alam adalah perbuatan jahat
dan karenanya manusia harus bertaubat. Ayat ini memastikan
pangkal penyebab kerusakan di muka bumi ini adalah bentuk
pelanggaran dan penyimpangan manusia terhadap ketentuan
syariah-Nya, dan Allah menghendaki hukuman bagi mereka yang
melakukan kemaksiatan di muka bumi.

1 Kementerian Agama RI, Mushaf Al-Magbul  Al-Qur’an dan
Terjemahannya Edisi 1000 Do 'a, Cetakan ke-1 (Bandung: Cahaya Kreativa
Utama, 2018), 98.
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Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pasal 158
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di
Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung
Barat).

C. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1.

Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan
sebelumnya, identifikasi masalah yang dibahas adalah
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pertambangan
Mineral dan Batubara yang ada di Pekon Buay Nyerupa.
Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
hukum Islam mengatur Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Rumusan Masalah
Adapaun rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
di Pekon Buay Nyerupa?

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay Nyerupa
?

E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 158 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara di Pekon Buay Nyerupa.

Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam Implementasi Pasal
158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam di Pekon Buay
Nyerupa.
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F. Manfaat Penelitian
Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan di peroleh
dari penelitian ini antara lain:
1. Manfaat Teoritis
Di harapkan melalui penelitian ini akan membantu
peroses pembelajaran dan menambah wawasan dan
pemikiran dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam
ilmu hukum diantaranya:

a. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di
bidang hukum mengenai hukum lingkungan, terutama
yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan
batubara.

b. Menambah wawasan mengenai Implementasi Pasal 158
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara di Pekon Buay
Nyerupa.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai
bagaimana prosedur dalam kegiatan pertambangan
mineral dan batubara melalui izin terhadap badan yang
berwenang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan.

b. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara
keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum
lingkungan tentang Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara bagaiman prosedur pelaksanaan aktivitas
pertambangan mineral dan batubara serta dampak yang
akan di akibatkan dari aktivitas tersebut.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk
menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah
penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya
penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan belum
diteliti.
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Penelitian yang dilakukan Iswadi Amiruddin dalam
penelitiannya yang bejudul “Implementasi Kebijakan Izin Usaha
Pertambangan Mineral Dan Batubara Dikabupaten Kolaka”."
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dan
factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin usaha
pertambangan di Kabupaten Kolaka, sehingga keberhasilan dalam
pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten
Kolaka dapat tercapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif
kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan
implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten
Kolaka dimana penulis mewawancarai 9 informan, sumber data
terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui
wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen,
catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip- arsip resmi yang
dapat didukung dengan kelengkapan data primer. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha
pertambangan di Kabupaten Kolaka belum tercapai secara
maksimal. Dilihat dari segi persyaratan teknis serta persyaratan
lingkungan belum sepenuhnya penambang melengkapi dan
mengikuti aturan, sehingga implementasi kebijakan izin usaha
pertambangan belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan
penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang
pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan
menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam
Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di
Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung
Barat.

> |swadi Amiruddin, “"Implementasi Kebijakan Izin Usaha

Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Kabupaten Kolaka™ (Skripsi,
Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar, 2018), 1-126.
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Penelitian yang dilakukan Aldrianto Munir dalam
penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha
Pertambangan  (Wiup) (Studi Kasus Putusan  Nomor
311/PID.SUS/2019/PN.SGM)”.*® Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui (1) kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar
wilayah izin usaha pertambangan; dan (2) penerapan hukum
dalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar
wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor
311/Pid.Sus/2019/PN. Sgm. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan nonhukum untuk mengkaji isu hukum
mengenai kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah
izin usaha pertambangan, serta untuk mengkaji masalah mengenai
penerapan hukum dalam perkara tindak pidanna kegiatan
penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
pada Putusan Nomor 311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm. Selanjutnya,
bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis
dengan isu hukum yang dikaji secara kualitatif untuk memeroleh
kesimpulan yang sistematis dan ilmiah dari hasil penelitian. Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana
pertambangan tanpa izin usaha pertambangan berdasarkan
Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm diatur dalam Pasal 158
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (mengenai ketentuan pidana), selain itu juga
diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum
pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Putusan Nomor
311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm menilai bahwa Terdakwa telah terbukti
melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin pada Sungai
Je’neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan
Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan
hukuman 8 (delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

8 Aldrianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan

Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi
Kasus Putusan Nomor 311/PID.SUS/2019/PN.SGM)" (Skripsi, Universitas
Hasanuddin Makassar, 2020), 3.
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Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan
penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang
pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan
menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di
Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung
Barat.

Penelitian yang dilakukan Djamaluddin Yusuf Habibillah
dalam penelitiannya yang berjudul “Perencanaan Teknis
Penambangan Batubara Untuk Menunjang Target Produksi
1.200.000 Ton Per Tahun Pit Das Pt. Duta Alam Sumatera Lahat,
Sumatera Selatan”.'” PT. Duta Alam Sumatera (DAS) terletak di
Desa Payo, Desa Sukamarga, Desa Tanjung Pinang dan Desa
Tanjung Baru, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. PT.
DAS menetapkan peningkatan target produksi batubara tahunan
sebesar 1.200.000. Upaya pemenuhan target produksi tersebut
mengharuskan PT. Berdasarkan target produksi batubara tahunan
ditambah asumsi loses 10 %, umur tambang desain pit limit
adalah 4.82 tahun. Tahapan penambangan tahunan pit dibuat
dengan arah kemajuan penambangan mengikuti arah dip dan
strike batubara, Tahapan penambangan tahunan pit dibuat 5
sequence. Jenis alat angkut yang digunakan adalah dump truck
UD Truck CWB untuk kegiatan pengangkutan batubara dan
Heavy dump 465 untuk kegiatan pengangkuta overburden .
Jumlah alat gali muat yang yang dibutuhkan untuk menunjang
pencapaian target produksi tahunan di pit DAS adalah: 4 unit
untuk sequence tahun 1 dan 5 unit untu sequence tahun 2 hingga
tahun 5. Jumlah alat angkut yang yang dibutuhkan untuk
menunjang pencapaian target produksi tahunan di pit DAS adalah:
20 unit pada tahun 1, 25 unit pada tahun 2 hingga tahun 4 dan 26
unit pada tahun ke 5.

7 Djamaluddin Yusuf Habibillah, "Perencanaan Teknis Penambangan
Batubara Untuk Menunjang Target Produksi 1.200.000 Ton Per Tahun Pit
Das PT. Duta Alam Sumatera Lahat, Sumatera Selatan™ (Skripsi, Universitas
Sriwijaya, 2018), 7-8 .
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Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan
penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang
pertambangan. Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan
menganalisis Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam
Tinjauan Hukum Islam yang mana penelitian ini dilakukan di
Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung
Barat.

H. Metode Penelitian
Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tepat mengacu
kepada standar ilmiyah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis
menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu
penelitian.’® Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan
metode-metode sebagai berikut :
1. Jenis dan sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan adalah
penelitian kualitatif, oleh karna itu penelitian ini bersifat
penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan
yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang
berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari
subjek yang di teliti serta intraksinya dengan
lingkungan.'® Artinya penelitian terjun langsung ke
lapangan untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh
peneliti guna memperoleh data dan fakta-fakta yang
konkret mengenai implementasi Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara.
b. Sifat Penelitian
Penelitian termasuk kedalam penelitian yang
bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu metode dalam
meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi,

8 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985),
15.
1 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Riset Sosial (Bandung:

Alumni, 1985), 33.
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gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan
di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena
tertentu.”®  Yang berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 158 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.

2. Sumber Data

a. Data Primer merupakan data yang di kumpulkan secara
langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau
tujuan penelitian yang di lakukan dalam penelitian
eksploratif, deskriftif dengan menggunakan metode
pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.?

b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang
bahannya di dapat dari penelitian, berusaha mencari
sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah
penelitian yang diperoleh dari ruangan pustaka yaitu
buku-buku, laporan hukum, peraturan Undang-Undang,
kamus hukum, jurnal dan media yang terkait dengan
masalah penelitian Populasi dan Sampel.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi  adalah  kumpulan  dari  semua
kemungkinan orang orang dan benda benda dan ukuran
lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh
objek yang menjadi perhatian.”* Adapun yang menjadi
populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat di Desa Buay
Nyerupa khusus yang terlibat dalam pertambangan
mineral dan batubara yaitu berjumlah 20 orang. Maka
dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap
sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa
besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi

20 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta:
Gramedia, 1985), 29.

2! Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Paradigm Kuantitatif (Jakarta:
PT Grafindo, 2015), 168.

22 \/ Wirata Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka
Baru Press, 2020), 65.



16

penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya
perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan
sampel.
b. Sampel
Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi
sumber data dalam penelitian, dimana populasi
merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki
oleh populasi.®  Teknik pengambilan sampel yang
penulis  gunakan adalah purposive  sampling
(pengambilan  sampel berdasarkan tujuan) vyaitu
berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang di perkirakan
mempunyai sangkutpaut dengan ciri atau sifat tertentu
yang dilihat populasi yang di jadikan kunci untuk
pengambilan sampel. Adapun yang dijadikan sampel
dalam penelitian ini adalah 8 orang yaitu 4 pekerja
mineral dan batubara, 2 masyarakat, 1 aparatur dan kepala
desa.
4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat di lakukan untuk
memperoleh informasi dan komponen yang di butuhkan
dalam mencapai tujuan penelitian. Metode yang di gunakan
dalam pengumpulan data yaitu :
a. Observasi
Metode observasi yaitu melakukan pengamatan
secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui
dari dekat kegiatan yang dilakukan.”* Dengan demikian
observasi yang di lakukan akan diteliti dan dapat melihat
secara langsung kondisi di lapangan yaitu para pekerja
tambang pasir di Pekon Buay Nyerupa.
b. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data
atau informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan
secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam

22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.
% Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Social (Bandung: Mandar
Maju, 1996), 148.
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wawancara ini harus mempersiapkan terlebih dahulu
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan
menyiapkan pedoman wawancara (interview guide).?®
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para
pekerja tambang pasir dan masyarakat Pekon Buay
Nyerupa.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau
film, dari record yang tidak di persiapkan karena adanya
permintaan dari seorang penyidik.”* Metode ini
menghimpun atau memperolen data, dengan cara
melakukan pencatatan baik berupa arsip atau
dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan
penelitian.
5. Pengolahan Data
Setelah sumber (literature) mengenai data di
kumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah
selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses dengan

menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu yang di

kumpulkan kemudian di olah, data pada umumnya dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah
data yang di kumpulkan sudah lengkap, sudah benar,
dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena
kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak
logis dan meragukan.

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data
yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik
bersumber dari Al-qur’an, hadis, atau buku-buku
literature yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

c. Sistematis data (Systematizing) yaitu merupakan data
menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan
urutan masalah, mengelompokan data secara sistematis

2% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek
(Jakarta: Press, 2004), 173.

% Lexi J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif —(Bandung:
Rosdakarya, 2010), 216.
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yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut
Klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu
kualitatif.?’

6. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data informasi
yang di perlukan dari lapangan, maka penulis mengolah
secara sistematis sesuai dengan permasalahan dan
menganalisis data tersebut, adapun metode analisis data yang
dipergunakan metode analisis data, kualitatif merupakan data
yang tidak berbentuk data, tetapi berupa serangkaian
informasi yang di gali dari hasil penelitian tetapi masih
merupakan fakta-fakta verbal, atau masih berbentuk
keterangan-katerangan saja.?®

Metode analisis yang di gunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Deskriptif
adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang
suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan
dan perilaku orang-orang yang di amati.?

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari
hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan
undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan
mineral dan batubara sehingga dapat digeneralisasikan
menjasi suatu kesimpulan yang sesuai dari pengamatan
penelitian di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan
Sistematika penulis dalam penyusunan skrips ini, peneliti
uraikan secara umum pada setiap bab yang meliputi berbagai sub
bab sebagai berikut:

2" Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian (Bandar Lampung:
PT Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

%8 Syaipan Djambat, Metodologi Penelitian (Palembang: Universitas
Sriwijaya, 2008), 78.

“  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum  (Jakarta:
Universitas Indonesia Prees), 112.
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Bab | Pendahuluan bab ini terdiri dari penegasan judul,
latar beakag masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang
relevan, metode penelitian, dan sistematoika pembahasan.

Bab Il Landasan Teori bab ini membahas tentang
pertambangan dalam hukum Islam. sub bab kedua yaitu
pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Sub
bab terakhir tentang perizinan pertambangan mineral dan batubara
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bab 11l Deskripsi Objek Penelitian, bab ini membahas
tentang Gambaran Umum Tentang Pekon Buay Nyerupa
Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang meliputi
sejarah pekon Buay Nyerupa, Aspek Geografis, dan Aspek
Demografis. Kemudian isi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat Uu Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam. Dan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Barat Uu Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam

Bab IV Analisis Data bab ini membahas tentang
Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan
Hukum Islam Di Pekon Buay Nyerupa. Dan Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam
Tinjauan Hukum Islam Di Pekon Buay Nyerupa.

Bab V Penutup bab ini terdir dari dua sub bb yaitu
Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai hasil
penelitian. Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penulis
skripsi.



BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pertambangan dalam Hukum Islam
Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-
peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau
peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarkat maupun peraturana atau norma yang dibuat
dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya
bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa
juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-
undangan. Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur
hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.
Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan
perbuatan manusia,di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”,
sedangkan bagi kalangan ahli figh, “hukum syara” adalah
pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh
kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya
terdapat dalam al-Qur*an dan penjelassannya dalam Sunnah Nabi.
Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur’an. Namum al-Qur’an
itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli figh karena di
dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan
larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan
istilah lain, al-Qur’an itu mengandung norma hukum.1
Ulama Ushul berpendapatbahwa hukum Islam merupakan
tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang
diperintahkan maupun yang dilarang. Konsepsi hukum Islam,
dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum
tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia
dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia
dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya
sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam
masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam

! Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 1.

20
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sekitarnya.2 Hukum Islam telah banyak juga didirikan lembaga-
lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada.3
Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin
Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang
diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang
beragama Islam.4
Berkaitan dengan pengaturan dalam  bidang

lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam
pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan mineral dan
batubara, maka perlu adanya peraturan hukum yang
menyimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat.
Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu
menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan
mineral dan batubara yang berakibat pada kerusakan lingkungan
hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai
dengan hukum Islam.5

Agama Islam adalah agama yang komprehensif, dengan
karakteristik ini Islam memperhatikan seluruh kebutuhan hidup
manusia dan memiliki aturan-aturan yang berkaitan sosial
kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial.
Ajaranajaran moral yang terkandung dalam agama islam, itu
penting bagi manusia, karena itu berasal dari Allah SWT.

Perkembangan teknologi dan modernitas kehidupuan
masyarakat, demikian juga pembangunan fasilitasfasilitas baru
perkotaan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kota yang
semakin hari semakin berkembang, telah membuat tingkat

2 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam

Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

% Khoiruddin Buzama,"Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di

Indonesia,” Jurnal Al-‘Adalah, Vol. X No. 4 (Juli 2012): 28, 467-72.
(http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah /article/download/300/637).

* Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran

Khaled M. Abou EIl Fadl)" (Disertasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
2014), 94.

> Syamsul Hilal, "Qawa‘id Fighiyyah Furd‘iyyah Sebagai Sumber

Hukum Islam,”  Jurnal AL-‘ADALAH, Vol. XI No. 2 (Juli 2013):
(http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/ article/download/252/426).
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pencemaran udara yang semakin tinggi dan secara bertahap kita
menyaksikan semakin berkurang ruang hijau perkotaan serta
terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Iklim telah mengalami
perubahan yang mencolok penebangan pohon dan pengerukan
gunung menjadi lahan tambang batu bara telah membawa
pengaruh kurangnya lahan hijau terhadap ekologi.

Meskipun masalah rehabilitasi lahan pasca tambang tidak
dijabarkan dalam bentuk yang khas dan kekinian dalam teksteks
dan literatur utama dalam Islam, akan tetapi topik ini berada pada
subyek vyang lebih universal seperti penanaman pohon,
mendorong masyarakat untuk melakukan penghijauan, melarang
penebangan pohon, dimana hal ini menggambarkan kepedulian
Islam terhadap perlindungan lingkungan hidup.

Salah satu konsep Islam dalam masalah pemanfaatan
alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan mineral dan
batubara adalah hadd al Kifayah (standar kebutuhan yang layak)
dalam hal ini sumber daya alam, berupa pertambangan, manusia
tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus
mempertimbangkan aspek keberkelanjutan kehidupan, kelestarian
alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan
pertambangan tidak dieksplorasi dan eksploitasi secara
besarbesaran yang melebihi kebutuhan yang semestinya.

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah
usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan,
sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum
yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi
pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang
diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau
perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan
sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

Barang tambang diberikan Allah untuk dimanfaatkan
bagi kesejahteraan manusia. Dalam Al Quran, hal ini dijelaskan
dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Ar Ra’d (13): 17:
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“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka
mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka
arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa
(logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan
atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu.
Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar
dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu
yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada
manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan ”’(Q.S. Ar Ra’d (13): 17)

Selain itu, dalam QS. AI Hadid (57): 25:
3pan e Al (J;_dj el @.mj 2l el 4 sl LJJ.\\j
e LA AT Caall Al
“Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat
kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia,
(supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah
mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-
Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha
Kuat lagi Maha Perkasa” (QS. Al-Hadid [57]:25)

Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir
semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor
ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya
pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains
dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada.
Pada hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan
lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana
pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek
kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi.
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Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang
sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan
sumber daya alam, karena manusia pada dasarnya khalifah Allah
di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah
perilaku menyimpang (nahi munkar), tetapi juga untuk melakukan
perilaku yang baik (amr ma’ruf).

Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap
menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan
sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung
jawabkan di dunia dan akhirat. Prinsip ini didasarkan pada Q.S.
al-Rum, (30):41:

s i g G sl &y LA ol e Sl ek
£) Oshap adlel Tslee

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah

merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”(Q.S. al-
Rum, (30):41)

Selain itu, hal ini dljelaskan pula dalam QS. Al A’raf: 56
MJU\L&ALJ\AP::}QJ\}L@ALA'Juua_)‘)(\u_"t\jmy‘g
o1 ():\:\.ﬁ&s:éj\ (e ‘—‘:‘)3 fUJ\

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka
bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya
dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik”. (Al-A’raf: 56)

Pelaksanaan  pertambangan vyang Islami  harus
berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan
pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang
melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders),
kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (green mining),
tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan
melalui pengawasan (monitoring) berkelanjutan, dan dilanjutkan
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dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu,
pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional
dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945.

Islam adalah agama yang sempurna dan telah menyimpan
berbagai macam solusi permasalahan kehidupan manusia. Namun
berkembangnya permasalahan manusia memungkinkan manusia
menghadapi masalah yang secaraa khusus belum ada hukumnya,
karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam al-Qur’an dan
Sunnah.®

B. Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

Pertambangan vyaitu sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan
mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.’” Pertambangan mineral adalah Pertambangan
kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas
bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Kegiatan
pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah
kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau
seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di
seluruh wiiayah penambangan.

Adapun wilayah hukum pertambangan adalah seluruh
ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah
perairan, dan landas kontinen. Wilayah pertambangan, yang
selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi
Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan

® Suparman Usman, Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar studi
Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2001), 51.

’ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.



26

administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata rulang
nasional.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang
dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil)
barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng
menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah
usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.8

Berdasarkan pengertian-pengertian pertambangan di atas,
dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha
mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya
pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan
suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang
potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral adalah endapan mineral yang
diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumber daya
mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi
cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan
memenuhi kriteria layak tambang.9 Beberapa faktor yang
mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dalam sistem perpajakan.

b. Kebijakan dalam lingkungan hidup.
c. Keadaan ekonomi yang buruk.
d. Harga endapan atau logam yang buruk.
e. Keadaan politik yang tidak stabil.
C. Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara menurut Undang-
Undang No 3 Tahun 2020
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
mempunyai peranan penting dalam memberikan

nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional

8

2004), 90.

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: Ull Press,

Qomariah, "Geoologi Sumber Daya Mineral,” 2016,
http://psdg.geologi.esdm.go.id/index.php?option=com_content&view=article
&id=1029&Itemid=639.
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dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang
penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data
dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi,
sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara
kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah
yang optimal.

Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral
dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan,
permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam
penyelenggaraan ~ pertambangan  mineral dan  batubara,
sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar
hukum vyang efektif, efisien, dan komprehensif dalam
penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh
sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu kententuan dalam
pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya
penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang
Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru
untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).

Bagi Pemerintah Daerah, penghentian sementara
pemberian izin baru berpotensi meningkatkan kegiatan
penambangan tanpa izin khususnya batuan yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan
infrastruktur.  Untuk itu Gubernur meminta kepada Bupati dan
Walikota agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
infrastruktur di masing-masing Kabupaten/Kota mewajibkan
kepada pelaksana proyek/pekerjaan untuk  menggunakan
material/batuan yang berasal dari pemegang izin usaha
pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan.
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Berdasarkan rencana Rancangan Peraturan Pemerintah

yang beredar bahwa jenis perizinan yang akan didelegasikan
kepada Pemerintah Provinsi diantaranya :

1.
2.

IUP Mineral Bukan Logam

IUP Batuan (semua jenis batuan material lepas/loose material,
batuan beku seperti andesit, batu kali, pasir laut, batu apung
dil

Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB) dengan jenis batuan
dibatasi hanya untuk material lepas seperti tanah urug, tanah
liat, kerikil sungai, pasir urug dll

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pengangkutan dan Penjualan (khusus mineral bukan
logam dan batuan)

ljin Usaha Jasa Pertambangan (khusus satu provinsi)

IUP untuk penjualan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian Implementasi Pasal 158

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan
Hukum Islam (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan
Sukau Kabupaten Lampung Barat) dapat disimpulkan bahwa

1.

Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara yang dilakukan di Pekon Buay
Nyerupa belum sepenuhnya sesuai Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilihat karena kuranganya
sosialisasi terhadap masyarakat. Faktor penghambat
dalam pelaksanan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2020 yaitu para pihak perusahaan kurang mengetahui
tentang aturan yang terkandung dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, kurangnya sosialisasi
terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut
sehingga menyebabkan adanya Penambang-Penambang
liar seperti yang merusak lingkungan, dan kurangnya
kesadaran mentaati peraturan yang telah dibuat
Akibatanya banyak pihak pertambangan yang
melakukan pertambangan liar.

Implementasi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat belum sesuai dengan hukum
Islam karena pertambangan pasir yang dilakukan adalah
pertambangan yang ilegal dan memberikan dampak
buruk terhadap lingkungan dan juga masyarakat di
Pekon Buay Nyerupa yaitu rusaknya sawah-sawah
warga.
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B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui instansi

yang terkait dengan Undang-Undang tersebut harus tegas
dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai
dengan isi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat tersebut agar memberikan
efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan hukum
tersebut.

Diharapkan kepada aparat desa untuk menegakan aturan
yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa
undang-undang sebagai suatu produk hukum yang telah
ditetapkan harus dijujnjung tinggi dalam pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok
sasaran dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2020 di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau
Kabupaten Lampung Barat untuk mematuhi dan
mengamalkan Undang-Undang tersebut dengan penuh
rasa tanggung jawab demi menciptakan sumber daya
alam dan lingkungan yang tertib, aman dan tentram.
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